
    

 
 

KEPALA DESA TAWANG 
KECAMATAN WERU  

KABUPATEN SUKOHARJO 
 

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG 

NOMOR: 410/1 TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD), 
DESA TAWANG KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 
KEPALA DESA TAWANG, 

 
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa 

(PPKD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa 
tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

(PKPKD), Desa Tawang Tahun Anggaran 2025;  

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 
No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
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3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6914); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6623); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5694) 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun  2018 Nomor 611); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 

230); 

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomr 35) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5); 

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi 

Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 17); 

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 29); 

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo 

(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45); 
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12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9); 

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Pengelolaan Dana Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11); 

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2019 Nomor 12); 

15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang 

Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten 
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 

Nomor 43); 

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang 
Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48); 

17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 

(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 78); 

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2019 Nomor 81); 

19. Peraturan Desa Tawang Nomor 7 Tahun 2009 tentang 

Penyewaan Tanah Kas Desa sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Desa Tawang Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tawang Nomor 7 
Tahun 2009 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran 

Desa Tawang Tahun 2019 Nomor 7); 

20. Peraturan Desa Tawang Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran 

Desa Tawang Tahun 2019 Nomor 5)  

21. Peraturan Desa Tawang Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 

(Lembaran Desa Tawang Tahun 2017 Nomor 3); 

22. Peraturan Desa Tawang Nomor 2  Tahun 2019 tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Tawang 

Tahun 2019 Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN  :      
              

Menetapkan :   
KESATU : Sdr. Maryanto, S.Sos sebagai Pemegang Kekuasaan 

Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Desa Tawang 

Tahun Anggaran 2025. 
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KEDUA : Tugas dan atau kewenangan Pelaksana Teknis 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud 

diktum Kesatu adalah sebagai berikut : 
1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); 

2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan 
Desa (PTPKD); 

3. Menetapkan Petugas yang melakukan pemungutan 
penerima desa; 

4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang 
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDesa); dan 

5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDesa). 

KETIGA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan 
honorarium setiap bulan sesuai dengan kemampuan 

keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa. 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 

  
Ditetapkan di Tawang 

pada tanggal 2 Januari 2025 
 

KEPALA DESA TAWANG, 

  
   ttd  

 
MARYANTO 

 
 

 
 

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim 

 kepada Yth. : 

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo; 

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; 

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan  
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo; 

4. Camat Weru di Weru; 
5. Arsip 

 


